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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah
perekonomian suatu Negara dalam jangka panjang menuju
keadaan yang lebih baik selama periode tertentu dan dapat
dikaitkan juga sebagai keadaan kenaikan kapasitas produksi
suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan
pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi
merupakan indikasi keberhasilan pembangunan
ekonomi.dalam analisis makro pertumbuhan ekonomi yang
dicapai oleh suatu Negara diukur dari perimbangan
pendapatan nasional rill yang dicapai suatu Negara.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan
merupakan kondisi utama atau suatu keharusan bagi

kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan

! Dewi Ernita, “Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, dan
Konsumsi di Indonesia”, Jurnal Kajian Ekonomi Vol 1 No. 02 (Januari, 2013),
h. 176.



kesejahteraan. jumlah penduduk bertambah setiap tahun,
sehingga dengan sendirinya kebutuhan konsumsi sehari-hari
juga juga bertambah setiap tahun, maka dibutuhkan
penambahan pendapatan setiap tahun.? Upah dan gaji adalah
pendapatan bagi pekerja.?

Maka dari itu unsur upah minimum diperlukan dalam
pertumbuhan ekonomi, pada kenyataannya upah minimum
merupakan komponen penting dalam pendapatan perkapita
dan pertumbuhan ekonomi disuatu daerah. Upah minimum
berperan penting untuk pertumbuhan ekonomi, yaitu penting
untuk tenaga kerja dalam pencapaian kesejahteraan dan
kemakmuran.

Upah minimum adalah suatu standar minimum yang
digunakan oleh para pengusaha untuk memberikan upah
kepada pekerja didalam lingkungan usaha atau kerjanya.
Karena pemenuhan kehidupan yang layak disetiap provinsi

berbeda-beda, maka disebut Upah Minimum Provinsi

2 Tulus T.H. Tambunan, Perekonomian Indonesia, (Bogor: Ghalia
Indonesia, 2014), h. 46.

® Robinson Tarigan, Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi, (Jakarta:
Bumi Aksara, 2012), h. 14.



(UMP).*

Upaya untuk menhindari perbedaan kepentingan
antara pengusaha dan pekerja, pemerintah harus membuat
peraturan untuk mengatur masalah pengupahan yang biasa
dikenal dengan upah minimum, tujuan pengaturan ini adalah
untuk menjaga agar tingkat upah tidak merosot kebawah
(berfungsi sebagai jaring pengaman). Meningkatkan daya beli
pekerja yang paling bawah, dan mempersempit kesenjangan
secara bertahap antara mereka yang berpengahsilan tertinggi
dan terendah.

Di Provinsi Banten, Upah Minimum Provinsi
mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat

pada tabel berikut:

Kerj

* Berlinta Ova Vezia Lorita, “Analisis Tingkat Partisipasi Angkatan
a dan PDRB Terhadap Upah Minimum Provinsi di Pulau Jawa Tahun

2010-2016”, (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, 2018),

h. 1.



Tabel 1.1
Data Upah Minimum
Kabupaten/Kota Di Provinsi Banten Tahun 2010-2019

(Dalam Rupiah)

Persentase Upah Minimum Menurut Kabupaten/Kota (Rupiah)

Kabupaten/Kota

2019 2018 2017 2016 2015 2014
Kab Pandeglang | 2.542.539 | 2.353.548 | 2.164.979 | 1.999.981 | 1.737.000 | 1.418.000
Kab Lebak 2.498.068 | 2.312.384 | 2.127.112 | 1.965.000 | 1.728.000 | 1.490.000
Kab Tangerang | 3.841.368 | 3.555.835 | 3.270.936 | 3.021.650 | 2.710.000 | 2.442.000
Kab Serang 3.827.193 | 3.542.714 | 3.258.866 | 3.010.500 | 2.700.000 | 2.340.000
Kota Tangerang | 3.869.717 | 3.582.077 | 3.295.075 | 3.043.950 | 2.730.000 | 2.444.301
Kota Cilegon 3.913.078 | 3.622.215 | 3.331.997 | 3.078.058 | 2.760.590 | 2.443.000
Kota Serang 3.366.512 | 3.116.276 | 2.866.595 | 2.648.125 | 2.375.000 | 2.166.000
KotaTangerang | 5 41 365 | 3.555.835 | 3.270.936 | 3.021.650 | 2.710.000 | 2.442.000
Selatan
Provinsi Banten | 2.267.990 | 2.099.385 | 1.931.000 | 1.784.000 | 1.600.000 | 1.325.000

Sumber: BPS Provinsi Banten

Dari tabel di atas, upah minimum Kabupaten/Kota

provinsi Banten meningkat setiap tahunnya yang dimana upah

minimum ditetapkan oleh oleh pemerintah sebagai perhatian

yang penuh pada upah dalam bentuk perlindungan.

Berdasarkan ketentuan pasal 88 Undang-Undang No. 13




Tahun 2003, vyaitu setiap buruh berhak memperoleh
penghasilan yang meenuhi penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan.

Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi hal
tersebut, pemerintah menetapkan kebijakan yang melindungi
pekerja/buruh. Salah satu bentuk perlindungan pemerintah
terhadap upah adalah menetapkan upah  minimum
berdasarkan  kebutuhan hidup layak dan dengan
memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.’
Karena apabila pemerintah tidak memperhatikan ketentuan-
ketentuan di atas maka bisa mengakibatkan roda
perekonomian di daerah tersebut bisa terganggu dan
terhambat atau bisa timbul ketidak  seimbangan
perekonomian, ini dikarenakan kenaikan upah minimum yang
tidak tepat akan mempengaruhi tingkat produksi, konsumsi
dan distribusi.

Produk Domestik Regional Bruto penting jika

digunakan dalam penetapan nilai upah minimum karena

> Asri Wijaya, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, (Jakarta:
Sinar Grafika, 2014), h. 110.



tingkat output yang diproduksi akan berpengaruh terhadap
laba yang dihasilkan, jadi apabila laba meningkat maka
tingkat upah minimum selayaknya juga meningkat.®
Pembangunan manusia merupakan salah satu
indikator terciptanya pembangunan yang mampu mendorong
pertumbuhan ekonomi. untuk mengukur mutu modal manusi,
United Nations Development Program (UNDP) mengenalkan
konsep mutu modal manusia yang diberi nama Human
Development Index atau Indeks Pembangunan Manusia
(IPM). IPM memberikan suatu ukuran gabungan tiga dimensi
tentang pembangunan manusia, Yyaitudimensi kesehatan
diukur angka usia harapan hidup, dimensi pendidikan diukur
dari timgkat kemampuan baca tulis orang dewasa dan rata-
rata lama sekolah, dan dimensi daya beli yang memiliki

standar hidup layak diukur dari paritas daya beli.’

® Berlinta Ova Vezia Lorita, “Analisis Tingkat Partisipasi Angkatan
Kerja dan PDRB Terhadap Upah Minimum Provinsi di Pulau Jawa Tahun
2010-2016”, (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, 2018),
h. 4.

" Nyoman Lilya Santika Dewi, “Pengaruh Komponen Indeks
Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provini Bali”, Jurnal
Unud Vol 3 No. 3 (Maret, 2014) Universitas Udayana, h. 107.



Tingkat pembangunan manusia yang tinggi sangat
menentukan kemampuan penduduk dalam menyerap dan
mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi, baik
kaitannya dengan teknologi maupun terhadap kelembagaan
sebagai sarana penting untuk mencapai pertumbuhan
ekonomi. angka IPM Provinsi Banten terkait dengan
pembangunan manusianya, menunjukan peningkatan dari
tahun 2014-2019 seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.2
Data Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten/Kota Di Provinsi Banten Tahun 2014-2019
(Dalam Persen)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota

2019 2018 2017 2016 2015 2014
Kab Pandeglang 64.91 64.34 63.82 63.40 62.72 62.06
Kab Lebak 63.88 63.37 62.95 62.78 62.03 61.64
Kab Tangerang 71.93 71.59 70.97 70.44 70.05 69.57
Kab Serang 66.38 65.93 65.60 65.12 64.61 63.97
Kota Tangerang 78.43 77.92 77.01 76.81 76.08 75.87
Kota Cilegon 73.01 72.65 72.29 72.04 71.81 71.57
Kota Serang 72.10 71.68 71.31 71.09 70.51 70.26




Kota Tangerang 81.48 81.17 80.84 80.11 79.38 79.17
Selatan
Provinsi Banten 72.44 71.95 71.42 70.96 70.27 69.89

Sumber: BPS Provinsi Banten

Berdasarkan tabel diatas yang diperoleh dari Badan Pusat
Statistik Provinsi Banten mengenai Indeks Pembangunan
Manusia (IPM), dari tahun ke tahun IPM di kota/kabupaten
provinsi Banten mengalami peningkatan, tahun 2014
diperoleh IPM sebesar 69,89 pada tahun 2015 IPM sebesar
70,27 ini menunjukan mengalami peningkatan sebesar 0,38
tahun 2016 diperoleh IPM 70,96 pada tahun 2017 IPM
sebesar 71,42 ini menunjukan mengalami peningkatan
sebesar 0,46, pada tahun 2018 diperoleh IPM sebesar 71,95,
dan pada tahun 2019 IPM sebesar 72,44 ini menunjukan
mengalami peningkatan sebesar 0,49.

Menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Banten
pada tahun 2019 perekonomian Provinsi Banten hanya

tumbuh sebesar 5.54%, yang berarti tumbuh melambat

8 https://banten.bps.go.id/indicator/26/73/1/indeks-pembangunan-

manusia-ipm-menurut-kabupaten-kota.html, diakse pada 02 Okt, 2020, pukul

21.55 WIB.



https://banten.bps.go.id/indicator/26/73/1/indeks-pembangunan-manusia-ipm-menurut-kabupaten-kota.html
https://banten.bps.go.id/indicator/26/73/1/indeks-pembangunan-manusia-ipm-menurut-kabupaten-kota.html

dibandingkan dengan tahun sebelumya yaitu tahun 2018 yang
mencapai 6.07%. Perkembangan nilai laju PDRB di Provinsi
Banten fluktuatif yaitu pada tahun 2014, perekonomian
provinsi banten sebesar 5.58 %, sedangkan pada tahun 2015
mengalami peningkatan menjadi 5.61%, pada tahun 2016
sebesar 5.51%, mengalami kenaikan kembali pada tahun 2017
5,93%, pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi provinsi
banten sebesar 6.07%, dan mengalami penurunan kembali
pada tahun 2019 yaitu 5.54%.° Hal ini pun juga diikuti
dengan nilai Upah Minimium Provinsi Banten dan Indeks
pembanguan Manusia yang terus megalami peningkatan.

Data Upah Minimum Provinsi Banten terus Mengalami
peningkatan setiap tahunnya akan tetapi data ProdukDomestik
Regional Bruto Provinsi Banten fluktuatif, sedangkan data
Indeks Pembangunan Manusia Juga terus mengalami
peningkatan setiap tahunnya. Sehingga hal ini disimpulkan
terdapat masalah yang perlu dijelaskan. Sehingga dengan

adanya hal ini peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi

o https://banten.bps.go.id/indicator/52/312/1/pdrb-adhk-menurut-
kabupaten-kota.html, diakses pada 02 Okt, 2020, pukul 21.45 WIB.



https://banten.bps.go.id/indicator/52/312/1/pdrb-adhk-menurut-kabupaten-kota.html
https://banten.bps.go.id/indicator/52/312/1/pdrb-adhk-menurut-kabupaten-kota.html

10

mengenai masalah Upah Minimum Provinsi penulis
memutuskan untuk mengambil judul

“PENGARUH UPAH MINIMUM
KABUPATEN/KOTA DAN INDEKS PEMBANGUNAN
MANUSIA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI
DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI BANTEN TAHUN

2014-2019”

Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, penulis mengidentifikasi
hal yang berhubungan dengan masalah upah minimum dan
indeks pembangunan manusia terhadap pertumbuhan
ekonomi provinsi Banten pada tahun 2014-2019. Semakin
tinggi  pertumbuhan ekonomi, maka semakin tinggi
kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, semakin rendah
pertumbuhan ekonomi, maka semakin rendah kesejahteraan

masyarakat.
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C. Pembatasan Masalah
Masalah dalam penelitian ini adalah tentang Upah
Minimum Kabupaten/Kota dan Indeks Pembangunan
Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Banten.
Periode penelitian dilakukan ditahun 2014-2019. Adapun
sumber data yang diambil berasal dari Badan Pusat Statistik

Provinsi Banten.

D. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian di atas, penulis merumuskan
masalahnya diantaranya:

1. Bagaimana Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota
terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota
Provinsi Banten Tahun 2014-2019?

2. Bagaimana Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia
terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota
Provinsi Banten Tahun 2014-2019?

3. Bagaimana Penngaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota

dan Indeks Pembangunan Manusia secara simultan



12

terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota

Provinsi Banten Tahun 2014-2019?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian
ini adalah:

1. Untuk  mengetahui  pengaruh  Upah  Minimum

Kabupaten/Kota terhadap Pertumbuhan Ekonomi di
Kabupaten/Kota Provinsi Banten Tahun 2014-2019.

Untuk mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan
Manusia  terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  di
Kabupaten/Kota Provinsi Banten Tahun 2014-12019.

Untuk  mengetahui  pengaruh  Upah  Minimum
Kabupaten/Kota dan Indeks Pembangunan Manusia
secara simultan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di

Kabupaten/Kota Provinsi Banten Tahun 2014-2019.
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F. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dalam

penelitian ini yaitu:

1. Bagi Mahasiswa
Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan
wawasan dan informasi atas pengetahuan mengenai
Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi
Banten Tahun 2014-2019. Serta dapat memperoleh
kesempatan menerapkan pengetahuan teoritis yang di
dapat selama perkuliahan dalam berbagai bidang dunia

kerja dan di kehidupan sehari-hari.

2. Bagi Akademik
Penelitian ini dapat menambah referensi di
perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan
Maulana  Hasanuddin ~ Banten  sehingga  dapat
dimanfaatkan oleh mahasiswa sebagai data dan informasi
untuk kegiatan belajar. Selain itu, penelitian ini menjadi
tolak ukur keberhasilan lembaga pendidikan dalam

memberi pendidikan kepada mahasiswa.
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3. Bagi Pemerintah Provinsi Banten
Penelitian ini dapat digunakan sebagai bukti
empiris untuk mengkaji dampak Upah Minimum dan
Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pertumbuhan

Ekonomi Provinsi Banten.

G. Kerangka Pemikiran

Pertumbuhan  ekonomi  didefinisikan  sebagai
peningkatan kapasitas produksi untuk menghasilkan
pertambahan output, yang umumnya diukur menggunakan
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk tingkat
daerah.® Pertumbuhan ekonomi sangat penting karena
pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan output perkapita
yang menunjukan pertumbuhan upah rill dan meningkatkan
standar hidup.*

Upah minimum provinsi merupakan salah satu

komponen penting dalam kehidupan masyarakat yang

Y Himawan Yudhistira Dama, Agnes L Ch Lapian, Jacline I.
Summual, “Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Tingkat
Kemiskinan Di Kota Manado”, Jurnal Berkala Ilmish Efesiensi Vol 16 No. 3
(Tahun 2005-2014), h. 549.

1 paul A Samuelson dan Wiliam, dkk, Makroekonomi, ( Yogyakarta:
Erlangga, 1992), h. 257.
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digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan hidup bagi tenaga
kerja, guna meningkatkan taraf hidup. Peningkatan taraf
hidup masyarakat dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi,
yakni pertumbuhan ekonomi yang baik terdapat jumlah
angkatan kerja berdasarkan pendidikan tertinggi yang
ditamatkan cukup banyak. Penetapan upah yang tinggi
menyebabkan kenaikan harga-harga yang ada di pasaran,
sehingga mengakibatkan terjadinya inflasi.

Menurut  Ardana, salah satu faktor yang
mempengaruhi pemberian upah yaitu kondisi perekonomian.
Bila kondisi perekonomian sedang maju maka tingkat upah
atau kompensasi akan semakin besar, karena mendekati
kondisi  full employment. Sebaliknya jika kondisi
perekonomian kurang maju (depresi) maka tingkat upah
akan rendah karena terdapat banyak pengangguran

(disquashed un employment).*

2 Luh Kertiasih, “Pengaruh Tingkat Inflasidan Pertumbuhan
Ekonomi Terhadap Upah Minimum Regional (UMR) Di Provinsi Bali Pada
Tahun 2008-2015”, Jurnal Ekonomi Vol 9 No. 1 (Tahun 2017) Jurusan
Pendidikan Ekonomi, h. 150.
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Indeks Pembangunan Manusia merupakan suatu
angka yang mengukur capaian pembangunan manusia
berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup yang
dapat mempengaruhi tingkat produktivitas yang dihasilkan
oleh seseorang, indeks pembangunan manusia dibangun
melalui tiga dimensi dasar, dimensi tersebut mencakup umur
panjang hidup sehat, pengetahuan, angka melek huruf
mewakili dalam bidang pendidikan dan standar hidup
layak.™

Dalam penelitian ini, kerangka pemikiran yang
tersusun adalah bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi
olen upah minimum dan indeks pembangunan manusia.
Pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependen dan upah
minimum dan indeks pembangunan manusia sebagai

variabel independen.

3Dwi Mahroji dan Iin Nurkhasanah, “Pengaruh Indeks Pembangunan

Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Banten”, Jurnal Untirta
Vol 9 No. 1 (April, 2019) Jurusan Ekonomi Pembangunan STIE Pandu
Madania, h.56.
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Gambar 1.1
Pengaruh Upah Minimum dan Indeks Pembangunan

Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

-
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\ Pertumbuhan
Ekonomi
-
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Manusia
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H. Metode Penelitian
Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah
untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan
tertentu. Dalam penelitian ini data yang digunakan merupakan
data sekunder yang bersumber pada laporan Badan Pusat
Statistik (BPS) khususnya data tahun 2014 sampai dengan
tahun 2019, data yang diteliti meliputi data Upah Minimum,
Indeks Pembangunan Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi.
Jenis data yang digunakan adalah data panel yaitu gabungan

time series dan cross section. Data time series periode tahun
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2014-2019 sedangkan data cross section yaitu 4 kabupaten
dan 4 kota di provinsi banten, yang bersumber pada laporan

Badan Pusat Statistik (BPS).

Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan dalam penelitian ini terdiri dari:

Bab I: Pendahuluan

Pada bab pertama yaitu pendahuluan, yang dijadikan acuan
dalam awal proses penelitian, di dalamnya menguraikan
tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah,
perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,
penelitian terdahulu,kerangka pemikiran, hipotesis penelitian,

metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II: Tinjauan Pustaka

Pada bab kedua menjelaskan teori-teori yang berkaitan

dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu mengenai teori.

Bab I11: Metodologi Penelitian

Pada bab ketiga menjelaskan tentang metodologi penelitian
yang didasarkan dan dikembangkan berdasarkan pokok

masalah utama, guna mencapai hasil dan tujuan yang
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diinginkan. Pada bab ini menguraikan waktu dan tempat
penelitian, populasi dan sampel penelitan, jenis metodologi
penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data,
dan operasional variabel penelitian yang digunakan.

Bab IV: Analisa Data
Pada bab keempat menjelaskan tentang hasil analisis dan
pengolahan data yang telah dilakukan deskriptif sampel
penelitian, analisa korelasi antar variabel x dan variabel vy,
dan pembahasan hasil penelitian.

Bab V: Penutup
Pada bab ini, berisi kesimpulan dari penelitian berdasarkan
analisis data yang telah diolah dan telah dibahas pada bagian
sebelumnya dan memberikan saran yang dapat digunakan

sebagai pertimbangan dalam penelitian selanjutnya.



